
1

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang : a. bahwa perkembangan dan penularan HIV
dan AIDS di Kabupaten Wajo mengalami
perkembangan yang semakin
memprihatinkan, dimana jumlah kasus HIV
dan AIDS terus meningkat dan wilayah
penularannya semakin meluas;

b. bahwa untuk membangun mekanisme kerja
dalam sistem pencegahan dan
penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten
Wajo diperlukan konsolidasi dan koordinasi
integrasi program secara kelembagaan dan
fungsional;
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c. bahwa kebijakan pencegahan dan
penanggulangan HIV dan AIDS perlu
dilaksanakan secara terpadu memalui upaya
peningkatan perilaku hidup sehat yang
dapat mencegah penularan, memberikan
pengobatan, perawatan, dan dukungan serta
penghormatan terhadap hak asasi manusia
kepada orang yang mengidap HIV dan AIDS
serta keluarganya yang secara keseluruhan
dapat meminimalisir dampak epidemik dan
mencegah diskriminasi dan stigmatisasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan
Penanggulangan HIV dan AIDS.

Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76);
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4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4337);
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5062);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
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9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi
Penanggulangan AIDS Nasional;

12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/I/2007,
tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan
HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak
Buruk Penggunaan Narkotika, Psikotropika
dan Zat Adiktif Suntik;
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13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
Kep.68/Men/IV/2004 tentang Pencegahan
dan Penanggulangan HIV dan AIDS di
Tempat Kerja;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2007 tentang Pedoman Umum
Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS
dan Pemberdayaan Masyarakat dalam
Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di
Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1
Tahun 2001 tentang Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Wajo sebagai Daerah
Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2001 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Kabupaten Wajo (Lembaran
Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008
Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah
Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 7),
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Wajo Nomor 37 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas


